
"Kami dijadikan sebagai partner Pemkab Semarang, untuk melaksanakan program 
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, berupa bantuan hukum hukum gratis, yaitu 

Menurut dia, bagi Pemkab Semarang, BKBH Fakultas Hukum USM merupakan Organisasi 
Bantuan Hukum (OBH), yang telah terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia. 

BACA JUGA: Badan Eksekutif Mahasiswa mK USM Gelar latihan Dasar 
Kepemimpinan 

Naskah PKS ditandatangani Ketua BKBH Fakultas Hukum USM, Dr Tri Mulyani SPd SH MH 
dan Kepala Bagian Hukum Sekretarlat Daerah Kabupaten Semarang, Evl Sunarlah. Dalam 
keterangannya, Tri mengatakan, kerja sama lni sangat baik sekali, strategis, penting dan 
menguntungkan untuk kedua belah pihak. 

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua 
belah pihak, di Ruang Bina Praja, Setda Kabupaten Semarang, Jalan Diponegoro No 14 
Ungaran, Rabu ( 19/2/2025). 

SEMARANG (SUARABARU.ID)- Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas 
Hukum (FH) Universitas Semarang (USM), menjalin kerja sama dengan Pemerintah 
Kabupaten Semarang, dalam bidang penyelenggaraan pemberian bantuan hukum gratis 
bagl warga miskin dan tldak mampu di Kabupaten Semarang. 

Biro Konsultlfsi S.,ntulfn Hukum (BKBH) Fakultas Hukum USM, belum lama ,n, menialln ker,a sama dengan Pemk..sb 
Semaran,;. Foto: dok/usm 
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Biro Konsultasi Bantuan Hukum FH USM-Pemkab Semarang 
Jalin Kerja Sama 

m:I!I!!llml"l-lnjiu·:·11-111111 •ljo "IEZ!ll l--'"'E·l,IIII fl'III~ 

BERITA• DEMOKRASI INFO PARIWISATA• DAERAH• HIBURAN• OPINI• SEPAKBOLA• OLAHRAGA PENDIDIKAN• HUKUM 
Q. 

KESEHATAN RAGAM OTOMOTIF JEPORONAN INDEKS 

.:~ ~~ 
;,,BankJatcng ~ 

SUARAij:J 
CERDAS DAN KAYA INFORMASI 

25 FEBRUARI 2025, 11:46 f X D 



= SuaraBaru 1d ~ 2018 Company Prof.ie PEOOMAN MEDIA SIBER OISQ.AIMER KEB!JAKAN PRrYASI lnd~ks 

PGN Gandeng TNI AO, Perketat 
Keamanan Penyaluran Gas 
Bumi Nasional 

Fiskom UKSW Gelar Seminar 
Napak Tilas lnternasionalisme 
Feminis Indonesia 

Sadan Eksekutif Mahasiswa 
FTIK USM Gelar Latihan Dasar 
Kepemimpinan 

Amankan 7 TersangkaJudi dan 
Narkoba, Merazla 22 Pasangan 

Selingkuh 

Dua Pekan OKC 2025, Polda Jateng 
Temukan 43.782 Kasus Pelanggaran 
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"Mereka berpikir, menyelesaikan perkara hukum memerlukan biaya yang tidak sedikit, 
sedangkan mereka untuk makan sehari-hari saja susah. Untuk itu kami hadir memberikan 
bantuan hukum gratis untuk mereka. Semoga kehadiran kami membawa kemanfaatan 
dan keadilan yang berkepastian hukum," pungkasnya. 

Hal itu sesuai amanat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Equality Before The law (persamaan di hadapan hukum). Bantuan hukum 
gratis ini sangat diharapkan bagi warga miskin dan tidak mampu, yang sedang 
berperkara. Mereka tidak tahu harus bagaimana, ketika tertimpa permasalahan hukum. 

BACA JUGA: Fajri/Reno ke Semifinal USM-Padma Cup 2025 

Bagi BKBH Fakultas Hukum USM, lanjutnya, Pemkab Semarang adalah pemberi dukungan 

dalam memasilitasi anggaran bantuan hukum. Pemerintah hadir memberikan akses 

keeadilan bagi warga miskin dan atau tidak mampu. 

litigasi dan nonlitigasi bagi warga miskin dan atau tidak mampu, yang berperkara di 

wilayah hukum Kabupaten Semarang," ungkap Tri. 


